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KATA PENGANTAR


بسم الله الرحمن الرحيم
[image: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِالَّلَِّ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اَّللَِّ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11)
Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya.(Q.S. Ash-Shaff 10-11).
Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat membuat Proposal ini. Penyusunan proposal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studi di perguruan tinggi, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.
Dalam kesempatan ini penulis memilih judul ‘‘Restorotive Justice Pencurian Di Perkebunan Kelapa Sawit Milik PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Bandar Klippa.”
Penulis telah berusaha keras dalam rangka menghasilkan tulisan yang baik, namun penulis menyadari bahwa masih jauh dari sempurna, baik dari segi ilmiahnya maupun dari segi penulisan tata bahasanya. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan kemampuan yang ada pada penulis. Namun berkat bantuan, bimbingan, dukungan moril dan materi dari pihak sehingga skripsi ini
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dapat penulis selesaikan. Karena itu wajar kiranya penulis mengucapkan terimakasih kepada :
1. [image: ]Bapak Dr. H. Firmansyah, M.Si, selaku Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan
2. Bapak Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Hum selaku Wakil Rektor I Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan
3. Bapak Dr. Dedy Juliandri Panjaitan, M.Si, selaku Wakil Rektor II Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan
4. Bapak Dr. Samsul Bahri, M.Si, selaku Wakil Rektor III Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan
5. Ibu Dr. Halimatul Maryani, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan
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RESTOROTIVE JUSTICE PENCURIAN DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MILIK PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL II KEBUN BANDAR KLIPPA

[image: ]BIMA TRIANTO WIBOWO NPM: 215114024

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di Kantor PTPN IV Regional II Kebun Bandar Klippa, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang telah dilakukan pihak terkait untuk mencegah dan menangani kasus ini serta upaya restorative justice dalam menyelesaikan kasus pencurian kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Bandar Klippa
Data yang diperoleh melalui data Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis, dimana data akan diperoleh dari membaca dan menganalisa bahan-bahan dan wawancara secara tertulis oleh pejabat PTPN IV Regional II dan Kepala Dusun IX Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang juga melakukan pendekatan yuridis empiris dengan melakukan penelitian di Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.
Hasil penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana apa saja faktor pendorong terjadinya pencurian kelapa sawit serta upaya yang telah dilakukan pihak terkait untuk mencegah dan menangani kasus ini dan upaya restorative justice dalam menyelesaikan kasus pencurian kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Bandar Klippa
Melalui hasil wawancara penulis dengan pejabat PTPN IV Regional II dan Kepala Dusun IX Desa Tanjung Sari menjelaskan ada tiga faktor pendorong terjadinya pencurian kelapa sawit diantaranya (1). Faktor ekonomi (2). Faktor lingkungan (3). Faktor penegakan hukum. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mencegah terjadinya pencurian kelapa sawit milik PTPN IV Regional II tersebut yaitu (1).Pre Emtif (2). Preventif (3). Represif serta Adapun upaya restorative justice dalam menyelesaikan kasus pencurian kelapa sawit milik PTPN
IV Regional II yaitu :(1). Upaya pelapor dan penyelidikan (2). Mediasi dan kesepakatan (3). Penyusunan perjanjian perdamaian.
Kata Kunci : Restoratif Justice, Pencurian, Kelapa Sawit
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ABSTRACT
[image: ]RESTOROTIVE JUSTICE PENCURIAN DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MILIK PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL II KEBUN BANDAR KLIPPA

BIMA TRIANTO WIBOWO NPM: 215114024


This research was conducted in Deli Serdang Regency, precisely at the PTPN IV Regional II Kebun Bandar Klippa Office, this study aims to determine the efforts made by related parties to prevent and handle this case and restorative justice efforts in resolving the case of palm oil theft belonging to PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Bandar Klippa
Data obtained through data The data sources needed in this study are primary data and secondary data. The legal research method is descriptive analytical, where data will be obtained from reading and analyzing materials and written interviews by PTPN IV Regional II officials and the Head of Hamlet IX of Tanjung Sari Village, Batang Kuis District, Deli Serdang Regency also uses an empirical legal approach by conducting research in Batang Kuis District, Deli Serdang Regency.
The results of this study explain what are the driving factors for palm oil theft and the efforts made by related parties to prevent and handle this case and restorative justice efforts in resolving the case of palm oil theft belonging to PT. Nusantara IV Regional II Plantation Bandar Klippa Plantation
Through the results of the author's interview with PTPN IV Regional II officials and Head of Hamlet IX Tanjung Sari Village, it was explained that there are three driving factors for palm oil theft, including (1). Economic factors (2). Environmental factors (3). Law enforcement factors. The efforts that have been made to prevent the theft of palm oil belonging to PTPN IV Regional II are (1). Preemptive (2). Preventive (3). Repressive and Restorative justice efforts in resolving the case of palm oil theft belonging to PTPN IV Regional II are: (1). Reporting and investigation efforts (2). Mediation and agreement (3). Preparation of a peace agreement.
Keywords: Restorative Justice, Theft, Palm Oil
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[image: ]Dalam UUD 1945 secara tegas dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah syarat adanya peraturan, sehingga semua penduduk wajib memelihara hukum, dan semua penduduk mempunyai keadaan yang sama di bawah naungan hukum yang tetap. Artinya hukum harus diletakkan pada posisi yang paling tinggi, dimana semua penduduk harus bertindak sejauh mungkin diperbolehkan oleh hukum yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan civil society atau masyarakat madani. Di antara indikator yang terpenting adalah bahwa masyarakat tersebut harus dalam posisi mandiri di hadapan kekuasaan negara, dan di tengah masyarakat tersebut ditegakkan keadilan dan supremasi hukum, sehingga terwujud kehidupan yang demokratis dan toleran Namun, dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi secara lokal adalah kebalikannya, karena masih banyak orang lokal yang melakukan pelanggaran. Hal ini terutama karena manusia yang tidak dibatasi dan tidak memiliki kendali atas diri mereka sendiri untuk terus melanjutkan hidup sesuai standar biasa. Banyak warga negara yang sah untuk memiliki pilihan untuk menikmati hidup secara berlebihan.
Sangat mungkin demonstrasi kriminal yang paling terkenal secara lokal adalah kesalahan mengambil barang-barang perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit, yang dikenal sebagai bundel produk alami baru (TBS). Maraknya aksi unjuk rasa kriminal perampokan perkebunan kelapa sawit ini sebagian besar disebabkan karena kepolisian yang tidak tegas sehingga tidak dapat memberikan
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[image: ]efek jera bagi pelaku aksi kriminal. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus pembobolan yang nilainya tidak sampai Rp. 2.500.000, sehingga dianggap sebagai kesalahan kecil. Para pelaku hanya dijerat Pasal 364 KUHP sebagai pembobolan ringan dengan pidana kurungan paling lama 90 hari atau denda paling berat 200.000 rupiah. Penertiban terhadap pelaku juga semakin ringan karena adanya Peraturan Mahkamah Agung no. 2 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa mengingat ancaman pidananya hanya 3 bulan, tersangka atau termohon tindak pidana ringan tidak dapat dipidana, dan metodologi penilaian yang digunakan adalah teknik penilaian cepat. Apalagi kasus-kasus tersebut tidak bisa dimohonkan kasasi.
Banyak orang akhirnya tidak melaporkan pencurian yang terjadi karena mereka merasa tidak ada gunanya membuat laporan dengan asumsi secara kebetulan, pelakunya masih dibiarkan berkeliaran dan mengulangi aktivitasnya di kemudian hari, padahal sebenarnya kemalangan yang disebabkan dari perampokan sekarang sangat besar karena dapat membuat peternak merasa kesulitan untuk mengatasi masalah mereka. dimana sumber utama panggilan adalah tawaran TBS dari pembibitannya yang sering diambil oleh individu.
Terbitnya Perma No. 2 Tahun 2012 yang membolehkan perlakuan perampokan kelapa sawit sebagai ulah ringan, menyebabkan individu yang kehilangan sebagian besar pekerjaannya merasa bingung, membuat oknum tertentu kehilangan akal dengan melakukan gerakan main hakim sendiri. Akhir- akhir ini, orang-orang sering berbuat curang terhadap para pelaku pencurian kelapa sawit, karena mereka menyadari bahwa pengungkapan tidak ada gunanya
6






[image: ]karena tersangka tidak ditangkap. Kadang-kadang, orang-orang yang sekarang bingung dengan ninja kelapa sawit akhirnya menjadi nakal dengan mengumpulkan ninja sawit. Ini jelas membuat kepolisian kurang hebat. Pendirian polisi sangat bertentangan dengan aturan Perma, dengan alasan hal itu menyebabkan pemolisian yang salah mengambil barang-barang pembibitan individu menjadi ragu-ragu, dan berdampak pada hancurnya citra polisi lokal.
Penertiban pelaku tindak pidana tindak pidana perkebunan lebih tegas diatur dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dimana dalam pasal 55 huruf d dinyatakan bahwa setiap orang dilarang memungut atau berpotensi memungut barang milik bangsawan, dengan ancaman pidana dalam pasal 107 dengan pidana kurungan paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000.
Asas-asas dalam KUHP adalah peraturan bajingan umum sedangkan Undangundang adalah peraturan bajingan luar biasa, dimana dalam pasal 63 ayat
(2) KUHP dinyatakan bahwa: “Dalam hal unjuk rasa dikenang sebagai suatu peraturan pelanggar hukum secara keseluruhan, itu juga dikendalikan dalam aturan pelanggar hukum yang unik, kemudian hanya khusus yang diterapkan."
Artinya, penggunaan UU Perkebunan terhadap pelaku tindak pidana pembobolan hasil pembibitan lebih tepat daripada penggunaan KUHP, dan lebih ampuh dalam membelokkan pelaku. Polres Hinai merupakan organisasi kepolisian yang esensial bagi Polres Langkat. Polisi memiliki tempat di mana terdapat banyak jaringan yang mengawasi perkebunan kelapa sawit sebagai mata air utama bisnis mereka. Polisi juga sering mendapat laporan dari masyarakat tentang pelaku pembobolan produk pembibitan, namun perlakuan terhadap





[image: ]tersangka atas laporan tersebut pada umumnya akan ambivalen karena pada akhirnya pelaku hanya dikenakan pelanggaran ringan, bahkan ada kasus yang tidak dilanjutkan dengan cara apapun sesuai dengan siklus sah yang sesuai Oleh karena itu, maka penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana perma no 2 tahun 2012 terhadap pencurian hasil kebun kelapa sawit rakyat, bagaimana cara mencuri kebun sawit rakyat pasca keluarnya Perma No 2 Tahun 2012 di Wilayah Hukum Polres Hinai Kabupaten Langkat dan pencegahan kerugian kebun sawit rakyat akibat pencurian hasil perkebunan yang dikategorikan tindak pidana ringan.
Restorative justice (keadilan Restoratif) adalah suatu pendekatan dalam penegakan hukum yang berfokus pada pemulihan hubungan dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal, dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang lebih menekankan pada hukuman bagi pelaku. Konsep ini muncul sebagai alternatif terhadap sistem peradilan pidana yang sering kali dianggap tidak cukup efektif dalam menangani dampak sosial dari kejahatan.1 Restorative justice berlandaskan pada beberapa prinsip dasar:
1. Pemulihan: Fokus utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban dan mengurangi dampak negatif dari tindakan kriminal.
2. Partisipasi Aktif: Semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan anggota komunitas, diundang untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian.

[bookmark: _bookmark6]1 Hombing, E., 2020. Restorative Justice: Teori dan Praktik di Indonesia/ Medan, Penerbit Sumatera Utara hlm 3.





Ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan pandangan dan perasaan mereka.
3. [image: ]Tanggung Jawab: Pelaku diharapkan untuk mengakui kesalahan mereka dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih fokus pada menghukum pelaku tanpa memberikan kesempatan untuk pertanggung jawaban.2
4. Dialog dan Komunikasi: Proses restorative justice sering melibatkan dialog terbuka antara korban dan pelaku, yang dapat membantu membangun pemahaman dan mengurangi ketegangan.3
Proses restorative justice biasanya melibatkan beberapa langkah kunci:

1. Pengidentifikasian Kerugian: Pertama, semua pihak yang terlibat mengidentifikasi kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal. Ini mencakup kerugian fisik, emosional, dan material yang dialami oleh korban.
2. Dialog: Dalam banyak kasus, pertemuan diadakan antara korban dan pelaku, sering kali dengan fasilitator yang terlatih. Pertemuan ini memungkinkan korban untuk berbagi pengalaman mereka dan pelaku untuk mendengarkan dampak dari tindakan mereka.
3. Kesepakatan: Setelah dialog, pihak-pihak tersebut berupaya mencapai kesepakatan tentang bagaimana pelaku dapat memperbaiki kerugian yang





[bookmark: _bookmark7]2 Prasetyo, H., 2022. Keadilan Restoratif: Pemulihan, Partisipasi, dan Tanggung Jawab dalam Sistem Hukum/ Yogyakarta, Penerbit Universitas Gadjah Mada.hlm 2
[bookmark: _bookmark8]3 Wibowo, R., 2023. Membangun Komunikasi yang Konstruktif dalam Keadilan Restoratif/ Surabaya, Penerbit Airlangga. hlm 5





dialami korban. Ini mungkin termasuk ganti rugi, permohonan maaf, atau bentuk pemulihan lainnya.4
4. [image: ]Pemantauan dan Evaluasi: Setelah kesepakatan dicapai, proses pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Ini membantu memastikan akuntabilitas dan pemulihan.
Restorative justice memiliki sejumlah manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan yakni, Mengurangi Tingkat Recidivism, Penelitian menunjukkan bahwa pelaku yang terlibat dalam program restorative justice cenderung memiliki tingkat recidivism (kembali berbuat kejahatan) yang lebih rendah dibandingkan mereka yang menjalani hukuman penjara tradisional.5
1. Memberdayakan Korban: Korban merasa lebih diberdayakan karena mereka memiliki suara dalam proses dan dapat mempengaruhi hasil akhir. Ini dapat membantu mereka dalam proses penyembuhan.
2. Membangun Komunitas yang Lebih Kuat: Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian, restorative justice dapat memperkuat hubungan di antara anggota komunitas dan meningkatkan rasa saling percaya.
3. Mendorong Tanggung Jawab: Pelaku dihadapkan pada dampak dari tindakan mereka, yang dapat mendorong refleksi dan perubahan perilaku.6
Restorative justice menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan konstruktif dalam menangani kejahatan, dengan fokus pada pemulihan, tanggung

[bookmark: _bookmark9]4 Hidayat, R.,2021. Proses Keadilan Restoratif: Langkah-langkah dan Implementasinya di Indonesia/ Jakarta, Penerbit RajaGrafindo. hlm 1
[bookmark: _bookmark10]5 Ibid hlm. 5
[bookmark: _bookmark11]6 Loc.cit hlm 2





[image: ]jawab, dan partisipasi semua pihak yang terlibat. Meskipun menghadapi tantangan, prinsip-prinsip restorative justice memberikan alternatif yang menjanjikan untuk menciptakan keadilan yang lebih adil dan efektif dalam masyarakat. Pendekatan ini mengingatkan kita bahwa keadilan bukan hanya tentang menghukum, tetapi juga tentang memulihkan dan membangun kembali hubungan yang rusak.
Tindak pidana pencurian merupakan suatu kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, banyak hal yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian, yang menjadi motor utamanya adalah kondisi pelaku yang tergolong tidak mampu dalam kehidupanya atau tingkat pendapatnya tergolong rendah yang mengakibatkan seorang tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhanya. hal tersebut dapat di pengaruhi dari tingkat pendidikan dari pelaku yang sangat rendah. Pencurian merupakan perbuatan menguasai barang atau mengambil barang orang lain dengan cara melawan hukum, yang di lakukan bersama-sama maupun sendiri.7
Pencurian juga merupakan kejahatan yang dapat di lakukan oleh siapa saja tanpa melihat status sosial pelaku, usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan lain-lain. Selain itu, korban pencurian juga tidak terbatas dari orang yang di kenal maupun tidak di kenal di sekitar lingkungan masyarakat luas. Tingginya angka kejahatan terkhusus pada pencurian sangat tinggi saat ini di Sumatera Utara. Yang menjadi faktor utama dilakukannya pencurian diantaranya angka

[bookmark: _bookmark12]7 Wardani Siregar, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Keberatan, Diss. Fakultas Hukum, 2022, hlm 10





kemiskinan yang tinggi, kurangnya lapangan pekerjaan dan banyaknya perederan penyalahgunaan narkotika.8
[image: ]Tindakan ini mengacu pada pencurian buah kelapa sawit dari perkebunan yang dimiliki oleh pihak lain tanpa seizin pemilik lahan, perusahaan, atau pihak berwenang. Pencurian ini dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan, mengurangi pendapatan para pemilik perkebunan, dan mempengaruhi kestabilan pasokan buah kelapa sawit yang merupakan salah satu komoditas penting di sektor agribisnis.9
Secara hukum, tindakan pencurian ini diatur dalam perundang-undangan setempat, dan pelaku yang terbukti bersalah dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Aspek hukum dari pencurian buah kelapa sawit di Indonesia, misalnya, sering dikaitkan dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pencurian dan perlindungan hak atas properti.
Pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, bukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pencurian dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang merugikan hak milik seseorang dan diatur secara rinci dalam KUHP. Dalam KUHP, pencurian diatur dalam Pasal 362 yang berbunyi.10

[bookmark: _bookmark13]8 Rahman, A.,2020, Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan di Masyarakat/ Jakarta, Penerbit Sinar Grafika/hlm 2
[bookmark: _bookmark14]9 Sari, D.,2020, Dampak Ekonomi Pencurian di Sektor Agribisnis/ Jakarta, Penerbit Agrimedia/hlm 1
[bookmark: _bookmark15]10 Nasution, A.,2019 Perlindungan Hak Milik dalam Hukum Pidana/Medan, Penerbit Sumatera Utara/hlm 4





[image: ]Ketentuan mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam buku Kedua BAB XXII Tentang Kejahatan benda, pada pasal 362 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan cara melawan hukum dan di ancam karena pencurian. Kejahatan tindak pidana pencurian dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 9 (sembilan) ratus rupiah.11
Hermien Hadiati Koeswadji karena sifatnya, maka pencurian itu di perberat ancaman pidananya dengan istilah pencurian menurut dengan kualifikasi. Unsur- unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian dengan kualifikasi disebabkan karena perbuatan itu di tujukan kepada objeknya yang khas atau karena dilakukan dengan cara yang khas dan dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas.12
Pada dasarnya pencurian terjadi dikarenakan adanya ketidak mampuan seseorang bersaing diera modern seperti sekarang ini. Yang dimana seseorang melakukan kejahatan pencurian cenderung karena faktor ekonomi, terhimpit biaya tiba-tiba dan keinginan hidup yang lebih, atau sekedar ingin merasakan apa yang dirasakan orang lain yang lebih memiliki uang. Kejahatan pencurian ini cenderung dilakukan oleh pengangguran yang tidak memiliki pendidikan dan skil atau keterampilan dalam bekerja. Sehingga pengangguran lebih memilih jalan
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pintas atau instan untuk mendapatkan uang atau pun barang yang ingin dimilikinya.13
[image: ]Dari hasil penjabaran latar belakang diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan Judul : RESTOROTIV JUSTICE PENCURIAN DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MILIK PT. PERKEBUNAN NUSANTARA
IV REGIONAL II KEBUNAN BANDAR KLIPPA. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui sistem penegakan hukum terhadap pencurian kelapa sawit di perkebunan kodam kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang. Untuk mengetahui Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Perspektif Hukum. Untuk mengetahui Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Bandar Klippa.
Hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan- penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma, yang dikenal dengan sebutan norma hukum dimana hukum sangat berhubungan dengan masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.14
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[image: ]Melihat dari semua aspek di atas, sistem penegakan hukum terhadap pencurian kelapa sawit di kebun milik kodam memerlukan pendekatan yang lebih holistik. Ini mencakup tidak hanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, tetapi juga upaya untuk memberdayakan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Penegakan hukum yang efektif akan membantu menciptakan rasa aman bagi perusahaan dan masyarakat, serta memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan seimbang.
[bookmark: _bookmark20]Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:
1. Apa faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian tersebut?

2. Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh pihak berwenang untuk mencegah dan menangani kasus pencurian kelapa sawit di PTPN IV Regional II tersebut?
3. Bagaimana upaya restorative justice dalam menyelesaikan kasus pencurian kelapa sawit milik PTPN IV Regional II?
[bookmark: _bookmark21]Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi pencurian tersebut.
2. Untuk mengevaluasi upaya yang telah dilakukan oleh pihak berwenang dalam mencegah dan menangani khasus pencurian ini.





3. Untuk mengetahui Bagaimana upaya restorative justice dalam menyelesaikan kasus pencurian di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Bandar Klippa.
[bookmark: _bookmark22][image: ]Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis : menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tindak pidana pencurian buah kelapa sawit. Khususnya yang melibatkan aset milik negara.
2. Manfaat praktis : memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang dan pemilik lahan dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus pencurian buah kelapa sawit.


[bookmark: _bookmark23][bookmark: _bookmark24]BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. [bookmark: _bookmark25]Pengertian Restorative Justice

[image: ]Restorative Justice atau keadilan restoratif adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dengan melibatkan secara aktif semua pihak yang terkait, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep ini berangkat dari pemikiran bahwa kejahatan bukan semata-mata pelanggaran terhadap negara atau hukum, melainkan merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan penderitaan dan kerusakan terhadap hubungan sosial antar manusia dalam suatu komunitas.
Dalam sistem keadilan konvensional, fokus utama terletak pada penghukuman pelaku melalui proses formal di pengadilan, yang sering kali mengabaikan kebutuhan korban untuk mendapatkan pengakuan, pemulihan, dan rasa keadilan yang sesungguhnya. Sebaliknya, Restorative Justice berusaha untuk menciptakan keadilan yang lebih humanis, dengan memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan perasaannya, kebutuhan, dan harapannya secara langsung kepada pelaku, serta memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab secara aktif terhadap akibat dari perbuatannya.
Restorative Justice bukan berarti menghapuskan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku kejahatan, melainkan merupakan mekanisme alternatif penyelesaian perkara yang dapat dilakukan di luar proses peradilan formal, selama memenuhi kriteria tertentu dan dengan persetujuan semua pihak yang terlibat.
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Pendekatan ini sering dilakukan melalui proses mediasi penal, dialog restoratif, konferensi komunitas, atau forum keadilan restoratif lainnya.
[image: ]Restorative Justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana dengan menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Menurut Tony Marshall, Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future. Artinya, pendekatan ini berupaya menciptakan penyelesaian yang adil dengan melibatkan semua pihak terkait dalam tindak pidana, bukan semata-mata menghukum pelaku.
Di Indonesia, konsep keadilan restoratif mulai diterapkan dalam beberapa jenis tindak pidana ringan, termasuk pencurian ringan, melalui kebijakan hukum seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
1. Konsep Restorotive Justice

Jurostis justice, atau keadilan restoratif, adalah pendekatan dalam sistem peradilan yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, daripada hanya menghukum pelaku. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap kelemahan sistem peradilan tradisional yang sering kali fokus pada hukuman dan pengasingan pelaku. Menurut Zehr , jurostis justice melibatkan proses dialogis di mana semua pihak yang terpengaruh oleh tindakan kriminal diikutsertakan dalam pencarian solusi.
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2. Prinsip Prinsip Utama

Beberapa prinsip dasar Restorative justice meliputi:

1. Keterlibatan Korban:

[image: ]Korban diakui sebagai pihak yang memiliki hak untuk terlibat dalam proses penyelesaian, termasuk dalam menentukan kompensasi. Berdasarkan asas restoratif titik berat terdapat dalam syarat-syarat untuk menegakkan keadilan dan ganti rugi bagi pelaku dan korban itu sendiri.15 Hal ini tentunya dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana pencurian. Biasanya tindak pidana pencurian dilakukan atas dasar kemauan atau paksaan seseorang untuk melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga apabila pencurian itu dilakukan dapat tercipta keadilan dan ganti rugi bagi pelaku dan korban. Syarat memperoleh keadilan restoratif pada kasus pencurian.
2. Tanggung Jawab Pelaku:

Pelaku diharapkan untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas dampak dari tindakan mereka. Penyelesaian masalah dengan Penerapan Asas Restoratif Justice akan menyadarkan pelaku yang melakukan tindak pidana akan kesalahan mereka. Membuka kesempatan untuk berdialog antara pelaku dengan korbannya, pendekatan secara kekeluargaan seperti ini memungkinkan akan berhasil daripada mengirim pelaku kepengadilan, karena dengan memproses pelaku sampai ke pengadilan maka tidak akan menjamin hak-hak pelaku tersebut, bahkan Dapat menjadikan pelaku tersebut menjadi lebih buruk. Sanksi yang dikenakan terhadap pelaku
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yang melakukan perbuatan melanggar hukum ada dua yaitu sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelanggaran hukum ringan. Jika ingin membandingkan dengan Restoratif Justice.
3. [image: ]Pemulihan Hubungan:

Fokus pada pemulihan hubungan yang terganggu, baik antara pelaku dan korban maupun antara pelaku dan masyarakat. adalah memenuhi unsur didalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan atas dasar pemulihan keadilan. Pemberhentian penuntutan dan diberhentikannya kasus pidana demi hukum berdasarkan hak pemulihan keadilan jika memenuhi syarat-syarat sebagai untuk memperoleh keadilan restoratif dalam kasus pencurian, yaitu :
a. Tersangka merupakan pelaku tindak pidana untuk pertama kalinya

b. Ancaman pidana denda dan penjara tidak lebih dari 5 tahun

c. Nilai barang curian atau kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00.
Dalam kasus tindak pidana pencurian nominal barang curian sesuai sebagaimana yang diatur dalam regulasi dan syarat untuk memperoleh keadilan restoratif telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka dapat diupayakan untuk menerapkan prinsip restoratif dalam menegakkan hukum. Pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pencurian bukan  dalam  bentuk  pidana  kurungan  atau  penjara,  tetapi  lebih  kepada





penyelesaian yang damai dan mengutamakan pemulihan bagi pelaku daripada hanya menghukum dengan balas dendam.16
3. Pencurian Buah Kelapa Sawit

[image: ]Pencurian buah kelapa sawit merupakan suatu tindakan kriminal yang memiliki dampak signifikan terhadap industri kelapa sawit dan ekonomi lokal. Menurut Sari et al, pencurian ini tidak hanya merugikan pemilik kebun, tetapi juga berkontribusi terhadap ketidak stabilan harga pasar dan mengganggu keberlanjutan usaha perkebunan.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian buah sawit, antara lain Motif dan Penyebab Pencurian Buah Kelapa Sawit.
a. Harga Pasar yang Tinggi: Salah satu penyebab utama pencurian buah kelapa sawit adalah harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang relatif tinggi di pasaran. Ini menjadikan buah sawit sebagai komoditas bernilai, dan pencurian menjadi upaya cepat bagi sebagian orang untuk mendapatkan keuntungan.
b. Kebutuhan Ekonomi: Di beberapa daerah perkebunan, masyarakat di sekitar kebun mungkin tidak memiliki pekerjaan tetap, atau sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kondisi ini sering memotivasi sebagian individu untuk melakukan pencurian sebagai solusi ekonomi instan.
c. Keterbatasan Pengawasan: Area perkebunan sawit yang sangat luas sering kali mempersulit pemilik kebun untuk mengawasi seluruh


[bookmark: _bookmark27]16 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi bagi Korban Tindak Pidana





wilayahnya. Bahkan jika sudah ada sistem keamanan, tetap ada peluang bagi pelaku untuk mencuri ketika pengawasan kurang intensif.
d. [image: ]Kurangnya Penegakan Hukum: Di beberapa wilayah, penegakan hukum terhadap kasus pencurian sawit bisa saja lemah. Hal ini bisa terjadi karena keterbatasan aparat keamanan atau minimnya perhatian terhadap kasus ini, sehingga tidak ada efek jera bagi pelaku pencurian.
Modus Operandi Pencurian Sawit Pencurian buah kelapa sawit dapat dilakukan dengan berbagai cara, bergantung pada skala pencurian dan kelompok yang terlibat. Berikut adalah beberapa modus yang umum dilakukan:
a. Pencurian Individu: Biasanya dilakukan oleh satu atau dua orang yang memasuki perkebunan saat malam atau di waktu tertentu ketika pengawasan minim. Mereka biasanya membawa alat sederhana, seperti parang, dan mengumpulkan tandan buah segar.
b. Pencurian Terorganisir: Terkadang pencurian dilakukan oleh kelompok terorganisir yang melibatkan beberapa orang. Mereka bisa menggunakan kendaraan untuk mengangkut buah sawit dalam jumlah besar. Modus ini umumnya terjadi di perkebunan besar
c. Kerjasama dengan Pekerja Dalam: Dalam beberapa kasus, pencurian dilakukan dengan bantuan pekerja kebun yang sudah ada di dalam perkebunan. Mereka mungkin tergiur oleh imbalan atau tekanan ekonomi untuk mencuri.
d. Pengalihan Hasil Panen: Modus ini melibatkan pengalihan buah sawit dari kebun ke pasar gelap atau pihak-pihak yang tidak sah. Biasanya





terjadi jika ada akses langsung antara pencuri dan pembeli yang tidak bertanggung jawab.
[image: ]Kasus pencurian buah sawit tidak hanya berdampak pada kehilangan materi perusahaan, melainkan juga menimbulkan masalah sosial yang menghambat operasional perusahaan. Faktor utama yang mendorong kemudahan dalam mendapatkan uang secara cepat dan cash, membuatnya menjadi daya tarik yang sulit untuk diabaikan. Proses penanganan buah sawit, mulai dari penimbangan hingga pengiriman ke pabrik, memberikan peluang bagi tindakan pencurian. Banyak masyarakat yang membuka tempat penampungan buah sawit (Peron/Ram), dilengkapi dengan fasilitas seperti jembatan timbang, armada pengangkutan, dan Delivery Order (DO) untuk pengiriman ke pabrik.Peron atau RAM ini menerima buah sawit dari berbagai sumber, termasuk buah sawit perorangan, buah Sawit dari kawasan hutan, bahkan buah sawit hasil pencurian, tanpa memperhatikan sumbernya.
Setelah menerima buah sawit, lalu disortir dan menjualnya kembali ke Pabrik Kelapa Sawit, buah yang dikirim ke Peron / RAM selalu menerima pembayaran secara tunai. Peron yang memiliki DO Pabrik kelapa sawit telah terikat perjanjian pola pengiriman buah sawit ke pabrik, dan mereka memperoleh keuntungan dari fee per kilogram buah sawit yang mereka terima dari masyarakat.
4. Faktor Penyebab Pencurian

Pencurian hasil perkebunan, khususnya kelapa sawit, merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di wilayah perkebunan milik negara. Fenomena ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai





faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun kelembagaan.
[image: ]Pencurian di area perkebunan kelapa sawit seperti yang terjadi di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun Bandar Klippa seringkali dilakukan oleh oknum masyarakat lokal. Nilai Ekonomis Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang tinggi serta minimnya pengawasan menjadi pemicu utama. Karakteristik ini membuat pencurian sawit sering dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, namun dengan dampak akumulatif yang besar terhadap perusahaan.
Menurut penelitian oleh Harefa dan Simanjuntak, konflik antara perusahaan dan masyarakat di sekitar wilayah konsesi sering muncul akibat ketimpangan sosial dan minimnya pendekatan dialog. Maka dari itu, restorative justice hadir sebagai pendekatan preventif dan resolutif untuk membangun komunikasi, keadilan sosial, dan solusi jangka panjang.
Berikut ini adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya pencurian di kawasan perkebunan tersebut:
A Faktor Ekonomi

Salah satu penyebab utama pencurian adalah faktor ekonomi masyarakat di sekitar perkebunan. Tingkat kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya pendapatan masyarakat membuat sebagian individu tergoda untuk mengambil jalan pintas guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hasil kelapa sawit yang bernilai ekonomi tinggi menjadi sasaran empuk untuk dijual demi keuntungan cepat.





B Kesenjangan Sosial antara Pekerja dan Perusahaan

[image: ]Dalam beberapa kasus, pencurian juga dilatarbelakangi oleh rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar atau bahkan oleh sebagian pekerja sendiri. Kesenjangan antara manajemen perusahaan dan masyarakat lokal dalam hal kesejahteraan, distribusi keuntungan, serta kurangnya pemberdayaan masyarakat dapat menimbulkan rasa frustasi atau dendam sosial, yang kemudian diwujudkan dalam tindakan pencurian.
C Kurangnya Pengawasan dan Pengamanan

Area perkebunan yang sangat luas seringkali tidak diimbangi dengan sistem pengamanan yang memadai. Lemahnya pengawasan lapangan, jumlah personel keamanan yang terbatas, serta tidak adanya sistem teknologi pemantauan yang memadai (seperti CCTV atau drone) membuat pelaku pencurian lebih leluasa untuk melakukan aksinya.
D Minimnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Sebagian masyarakat, terutama yang tinggal di daerah sekitar kebun, mungkin belum sepenuhnya memahami bahwa mengambil hasil perkebunan tanpa izin merupakan tindak pidana pencurian. Mereka menganggap bahwa kelapa sawit yang jatuh atau belum dipanen adalah “milik bersama” atau tidak akan merugikan perusahaan dalam jumlah besar.
E Kebiasaan Sosial yang Membenarkan Tindakan Salah

Tindakan pencurian seringkali dianggap sebagai hal yang “biasa” atau sudah

menjadi kebiasaan turun-temurun. Norma sosial yang lemah serta sikap





permisif terhadap pelanggaran hukum dapat membentuk pola pikir kolektif bahwa pencurian dari perusahaan besar bukanlah suatu kesalahan besar.
F Kurangnya Penegakan Hukum yang Tegas

[image: ]Tindakan pencurian yang tidak ditindaklanjuti secara serius atau dihentikan begitu saja tanpa proses hukum, membuat pelaku tidak merasa jera. Lemahnya efek jera ini mendorong pengulangan tindak pidana yang sama, bahkan bisa berkembang menjadi jaringan pencurian yang lebih terorganisir.
G Persoalan Kepemilikan Lahan

Dalam beberapa kasus, konflik lahan antara masyarakat adat atau lokal dengan pihak perkebunan juga menjadi pemicu tindakan pencurian. Masyarakat yang merasa tanahnya diambil alih oleh perusahaan tanpa penyelesaian yang adil, cenderung melakukan perlawanan secara informal, termasuk dengan mencuri hasil kebun sebagai bentuk protes.
B. [bookmark: _bookmark28]Penerapan Restorotive Justice dalam Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit
Tindak pidana pencurian yang termasuk ke dalam delik biasa dan delik ringan dapat diselesaikan melalui mekanisme restorative justice apabila memenuhi syarat tertentu, seperti nilai kerugian yang kecil, tidak menimbulkan keresahan, serta terdapat kesepakatan antara pelaku dan korban untuk menyelesaikan secara damai. Menurut Muladi, restorative justice dalam kasus pencurian dapat mencegah stigmatisasi terhadap pelaku dan lebih berorientasi pada perdamaian serta pemulihan kerugian korban.





[image: ]Dalam konteks perkebunan, khususnya pencurian hasil sawit, pelaku umumnya berasal dari masyarakat sekitar dan tindakan tersebut tidak selalu didorong oleh niat jahat, melainkan faktor ekonomi atau kurangnya pemahaman hukum. Oleh karena itu, pendekatan restoratif dapat menjadi solusi yang lebih manusiawi dan kontekstual.
Penerapan Restorotive justice dalam konteks pencurian buah kelapa sawit dapat menciptakan solusi yang lebih konstruktif dan mengurangi risiko pengulangan tindakan kriminal. Putranto, mengemukakan bahwa pendekatan ini dapat menciptakan situasi win-win bagi korban dan pelaku. Perdamaian adalah cara terbaik untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak, karena sebenarnya ada beberapa ketegangan atau ketidak sepakatan, yang mengarah pada permusuhan dan kemarahan, yang mengakibatkan hilangnya hubungan baik atau ikatan keluarga.
Penerapan keadilan restoratif diatur dalam berbagai regulasi, antara lain:

1. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya terkait dengan penghentian penyidikan dalam Pasal 109 ayat (2).

Regulasi-regulasi tersebut memberikan dasar yang kuat bagi penegak hukum untuk mengedepankan musyawarah mufakat dalam menangani kasus- kasus ringan, termasuk pencurian di lingkungan perusahaan.





[image: ]Untuk memulihkan hubungan yang harmonis antara dua pihak yang bersengketa, Keinginan dua pihak harus dipenuhi agar mereka pulih kembali. Pulih yang diinginkan tidak hanya terbatas pada substansi masalah, tetapi juga termasuk pulih secara psikologis. Ini dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara damai yang mengakomodasi keinginan kedua belah pihak.
1. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah suatu proses di mana seorang mediator atau pihak ketiga yang tidak memihak menolong kedua belah pihak yang bertengkar untuk mencapai kesepakatan damai yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Mediasi biasanya digunakan untuk menyelesaikan konflik di antara individu atau kelompok orang, di dalam ataupun di luar pengadilan. Pertemuan bersama adalah bentuk mediasi yang mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa terkadang mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan dari pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh prinsip restorative justice yang tidak memberikan pidana kepada pelaku, sehingga ketidaktaatan pelaku dalam melakukan pemulihan kerugian bagi korban menjadi hambatan dalam penyelesaian perkara.17
2. Proses Mediasi
Proses mediasi dalam kasus pencurian kelapa sawit bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan damai antara pihak yang bersengketa, yaitu pihak korban (pemilik perkebunan) dan pelaku (pencuri). Berikut adalah langkah- langkah umum dalam proses mediasi tersebut:

[bookmark: _bookmark29]17 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif





a. Pesiapan Mediasi

1. [image: ]Identifikasi Pihak Terkait: Identifikasi pihak-pihak yang terlibat, termasuk pemilik perkebunan, pelaku pencurian, dan pihak ketiga yang netral (misalnya, mediator).
2. Penunjukan Mediator: Pilih mediator yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk memfasilitasi diskusi antara kedua belah pihak.
3. Penetapan Waktu dan Tempat: Tentukan waktu dan tempat yang netral untuk melakukan mediasi.
b. Tahap Pembukaan

1. Penjelasan Proses: Mediator menjelaskan tujuan dan aturan dari proses mediasi, termasuk pentingnya kerahasiaan dan niat baik dari kedua belah pihak.
2. Pernyataan Awal: Kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka tentang insiden tersebut tanpa interupsi.
c. Identifikasi Isu

1. Diskusi Masalah: Mediator membantu kedua pihak mengidentifikasi isu utama dan kepentingan masing-masing yang harus diselesaikan.
2. Pengumpulan Informasi: Jika diperlukan, kumpulkan informasi tambahan untuk memperjelas situasi.
d. Negosiasi

1. Eksplorasi Solusi: Kedua belah pihak didorong untuk mengajukan solusi potensial yang dapat diterima bersama.





2. Penilaian Alternatif: Diskusikan keuntungan dan kerugian dari setiap alternatif penyelesaian.
e. Kesepakatan

1. [image: ]Perumusan Kesepakatan: Jika tercapai kesepakatan, mediator akan membantu merumuskan kesepakatan yang jelas dan terperinci.
2. Persetujuan Tertulis: Kesepakatan ditulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda persetujuan.
f. Penutupan

1. Umpan Balik: Mediator memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memberikan umpan balik tentang proses mediasi.
2. Tindak Lanjut: Tentukan langkah-langkah tindak lanjut untuk memastikan implementasi kesepakatan dan mencegah terulangnya masalah serupa.
g. Evaluasi dan Penyelesaian

1. Evaluasi Proses: Tinjau kembali proses mediasi untuk menilai efektivitas dan area yang perlu ditingkatkan.
2. Penyelesaian Konflik: Selesaikan semua urusan administratif dan hukum yang diperlukan setelah tercapainya kesepakatan.
Proses ini harus dilakukan dengan keterbukaan, kesabaran, dan kolaborasi dari kedua belah pihak untuk mencapai hasil yang adil dan memuaskan.18





[bookmark: _bookmark30]18 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa





C. [bookmark: _bookmark31]Tantangan Penerapan Jurostis Justice

[image: ]Meskipun Restorative Justice (keadilan restoratif) telah dikenal luas sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, penerapannya di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan serius yang perlu ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan.
Salah satu tantangan mendasar adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat, baik korban maupun pelaku kejahatan, terhadap konsep keadilan restoratif itu sendiri. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa satu-satunya bentuk keadilan adalah menghukum pelaku dengan hukuman pidana penjara.19
Pandangan retributif ini telah mengakar kuat di tengah masyarakat, sehingga sulit untuk menerima penyelesaian melalui mediasi atau perdamaian sebagai bentuk keadilan. Di sisi lain, korban sering kali tidak mengetahui hak- haknya, dan pelaku pun belum tentu menyadari tanggung jawab moralnya terhadap korban dan masyarakat. Ketidaktahuan ini menyebabkan proses mediasi atau dialog restoratif menjadi tidak optimal, bahkan gagal dilaksanakan.
Menurut Syarifuddin, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tantangan lainnya adalah belum adanya payung hukum yang kuat dan menyeluruh dalam bentuk undang-undang khusus yang mengatur tentang keadilan restoratif.20 Saat ini, pendekatan ini baru diakomodasi secara terbatas melalui peraturan

[bookmark: _bookmark32]19Lestari, Maria Ulfah. Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 12.
[bookmark: _bookmark33]20Syarifuddin, dalam Webinar Nasional Mahkamah Agung RI, “Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Nasional”, 2021.





[image: ]lembaga seperti Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Ketika keadilan restoratif belum diatur secara formal dalam undang-undang nasional, maka penerapannya sangat bergantung pada kebijakan dan keberanian aparat penegak hukum, yang tentu memiliki batasan-batasan dalam praktik.
Tantangan selanjutnya adalah pada aspek sumber daya manusia (SDM). Diperlukan aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman mendalam, sensitivitas sosial, dan keterampilan dalam melaksanakan proses restoratif, seperti fasilitasi dialog antara korban dan pelaku, mediasi penal, serta teknik negosiasi berbasis kepentingan. Sayangnya, pelatihan dan pembekalan kompetensi aparat dalam hal ini masih sangat terbatas. Banyak jaksa, hakim, polisi, bahkan penasihat hukum yang belum terlatih secara khusus dalam pendekatan ini,21 sehingga mereka cenderung menggunakan mekanisme konvensional yang berorientasi pada penghukuman.
Tidak hanya aparat, masyarakat sebagai bagian dari subjek keadilan restoratif juga perlu diedukasi secara luas. Diseminasi informasi mengenai konsep, manfaat, dan mekanisme Restorative Justice harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan melalui pendidikan, media massa, serta program-program sosialisasi hukum. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, penerimaan terhadap gagasan keadilan restoratif juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan adat setempat. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan

[bookmark: _bookmark34]21Siregar, Arif. “Restorative Justice dan Tantangannya di Indonesia.” Jurnal Hukum Progresif, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 223–225.





pendekatan ini dengan sistem hukum adat atau mekanisme penyelesaian konflik tradisional yang sudah lama hidup di masyarakat lokal, seperti musyawarah adat, perdamaian kampung, atau hukuman sosial dalam komunitas.22
[image: ]Meski demikian, terdapat contoh-contoh keberhasilan penerapan Restorative Justice dalam praktik peradilan di Indonesia. Salah satunya adalah Putusan Mahkamah Agung No. 307 K/Pid.Sus/2010, di mana hakim menjatuhkan hukuman percobaan dengan syarat khusus kepada seorang pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan mempertimbangkan kebutuhan korban yang lebih menginginkan dukungan ekonomi daripada pemidanaan.23 Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan tidak hanya aspek pelanggaran hukum, tetapi juga kebutuhan nyata korban dan potensi pemulihan sosial pelaku. Ini menunjukkan bahwa Restorative Justice bisa diterapkan tanpa mengorbankan keadilan substantif.
Selanjutnya, Mahkamah Agung secara kelembagaan telah menunjukkan keterbukaan terhadap masukan publik dalam mengembangkan kebijakan keadilan restoratif. Komitmen ini terlihat dari berbagai kebijakan dan diskursus publik yang mendukung pendekatan ini sebagai solusi atas permasalahan krusial dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Data menunjukkan bahwa lebih dari 70% penghuni lapas di Indonesia  adalah  pelaku  kejahatan  ringan  dan  pengguna  narkotika,  yang

[bookmark: _bookmark35]22Suprapto, Dedi. Hukum Adat dan Restorative Justice. Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 88–90.
[bookmark: _bookmark36]23Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 307 K/Pid.Sus/2010. Diakses melalui Direktori Putusan MA, www.direktoriputusan.mahkamahagung.go.id





sebenarnya  bisa  dialihkan  ke  jalur  rehabilitasi  atau  penyelesaian  berbasis

restoratif.

[image: ]Sebagai perbandingan internasional, negara seperti Belanda telah sukses menerapkan sistem keadilan yang progresif berbasis pencegahan dan pemulihan, bukan hanya penghukuman. Akibatnya, banyak penjara di Belanda harus ditutup karena minimnya narapidana. Sebaliknya, Indonesia menghadapi krisis kelebihan kapasitas penjara yang berdampak buruk terhadap hak asasi narapidana, beban anggaran negara, dan efektivitas rehabilitasi.
Kejaksaan Republik Indonesia melalui Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 telah mengambil langkah progresif dengan memberlakukan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip Restorative Justice, terutama untuk perkara-perkara ringan yang pelakunya bukan residivis, dan di mana telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban.24 Peraturan ini memperkenalkan asas-asas seperti keadilan, proporsionalitas, efisiensi, dan biaya ringan dalam menyelesaikan perkara pidana. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada implementasi di lapangan, termasuk konsistensi dalam penerapan dan pengawasan dari lembaga internal kejaksaan.
Pendekatan Restorative Justice juga memiliki orientasi yang sangat luas. Tidak hanya fokus pada penghentian perkara secara damai, tetapi lebih jauh lagi mengedepankan pelibatan aktif korban, pelaku, dan masyarakat dalam seluruh proses  penyelesaian  perkara,  serta  menekankan  pemulihan  atas  kerugian,

[bookmark: _bookmark37]24Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.





pengakuan kesalahan, dan tanggung jawab sosial. Pendekatan ini dianggap lebih sesuai dengan filosofi hukum progresif yang tidak sekadar mengedepankan legalisme formal, tetapi juga nilai-nilai keadilan substantif dan kemanusiaan.
[image: ]Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip dasar sebagaimana tertuang dalam dokumen The Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menegaskan bahwa penerapan Restorative Justice harus memperhatikan tiga dimensi utama, yakni process (proses dialog dan mediasi), program (kebijakan atau mekanisme formal), dan outcome (hasil akhir berupa pemulihan dan keadilan bagi semua pihak).25
Dalam konteks ini, penulis sepakat dengan pendapat Sukardi bahwa Restorative Justice seharusnya dapat diterapkan terhadap semua jenis tindak pidana, sepanjang terdapat ruang untuk penyelesaian damai, pemulihan kerugian korban, dan pengakuan kesalahan dari pelaku.26 Karena pada hakikatnya, Restorative Justice tidak semata mencari hukuman yang setimpal, tetapi lebih menekankan pada pencarian solusi bersama tentang bagaimana keadilan dapat dipulihkan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Dengan demikian, tantangan dalam penerapan Restorative Justice bukan hanya terletak pada aspek hukum atau teknis semata, tetapi juga pada perubahan paradigma berpikir masyarakat dan aparat hukum, yang harus mulai melihat

[bookmark: _bookmark38]25United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters, 2006.
[bookmark: _bookmark39]26Sukardi, dalam Seminar Nasional Hukum FH-UNPAD “Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia melalui Pendekatan Restoratif”, 2022.





[image: ]keadilan sebagai proses sosial, bukan sekadar formalitas prosedural. Kedepan, sinergi antara pembaruan hukum, pelatihan aparat, pemberdayaan masyarakat, serta dukungan politik dan anggaran, akan menjadi kunci dalam membangun sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan.
D. [bookmark: _bookmark40]Pendekatan Sosio-Legal dalam Restorative Justice


Restorative justice tidak hanya dapat dilihat sebagai sebuah pendekatan hukum semata, tetapi juga sebagai pendekatan sosio-legal yang mempertemukan aspek yuridis dan sosial dalam penyelesaian konflik pidana. Pendekatan sosio- legal ini menekankan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari terpenuhinya unsur- unsur hukum positif, tetapi juga dari sejauh mana keadilan itu dapat diterima oleh masyarakat sebagai pemulihan yang bermakna.27 Dengan demikian, keberhasilan restorative justice sangat tergantung pada partisipasi aktif komunitas dan adanya norma-norma sosial yang mendukung proses penyelesaian secara damai.28

Dalam konteks masyarakat sekitar perkebunan, kepercayaan terhadap sistem hukum formal sering kali rendah, terutama jika aparat penegak hukum tidak hadir secara konsisten atau dianggap berpihak. Restorative justice menjadi solusi yang lebih efektif karena memperbolehkan masyarakat untuk berperan langsung dalam mencari penyelesaian. Ini mencerminkan nilai-nilai lokal seperti




[bookmark: _bookmark41]27Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 196.
[bookmark: _bookmark42]28Zehr, Howard, The Little Book of Restorative Justice, (Good Books, 2002), hlm. 15.





musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang telah lama menjadi bagian dari kearifan lokal.29

[image: ]Restorative justice tidak hanya dipahami sebagai pendekatan normatif dalam sistem hukum pidana, tetapi juga merupakan pendekatan sosio-legal yang memadukan antara norma hukum tertulis dan praktik sosial masyarakat.30 Dalam pendekatan ini, penyelesaian konflik pidana tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku, melainkan juga harus memperhitungkan dampak sosial, relasi antarindividu, serta nilai-nilai budaya lokal yang hidup dalam masyarakat.

Dalam masyarakat agraris seperti desa-desa sekitar perkebunan kelapa sawit, banyak norma yang berkembang secara tidak tertulis namun efektif dalam mengatur perilaku sosial. Kearifan lokal seperti musyawarah, adat istiadat, dan pengaruh tokoh masyarakat seringkali menjadi rujukan dalam menyelesaikan masalah tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan formal.31 Oleh karena itu, pendekatan sosio-legal sangat relevan diterapkan dalam restorative justice, karena mampu merespons dinamika masyarakat secara kontekstual.

Lebih jauh, pendekatan ini memberikan ruang untuk mengembangkan model keadilan yang lebih responsif, inklusif, dan partisipatif. Artinya, semua pihak yang terdampak dari suatu tindak pidana baik korban, pelaku, maupun


[bookmark: _bookmark43][bookmark: _bookmark44]29Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002), hlm. 76.
30Lilik Mulyadi, Peradilan Restoratif di Indonesia: Konsep dan Implementasi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 21.
[bookmark: _bookmark45]31Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm.
170.





[image: ]komunitas dilibatkan dalam proses pemulihan.32 Dengan demikian, restorative justice tidak hanya berfungsi sebagai metode penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai alat rekonsiliasi sosial yang mampu memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat.33

E. [bookmark: _bookmark46]Efektivitas Restorative Justice dalam Konteks Pencurian Ringan

Penerapan restorative justice dalam tindak pidana ringan seperti pencurian kelapa sawit memberikan manfaat yang nyata, terutama dalam menekan angka pengulangan tindak pidana (residivisme) dan mempercepat proses penyelesaian perkara.34 Dibandingkan dengan proses peradilan pidana yang formal dan birokratis, mekanisme restoratif jauh lebih fleksibel dan efisien dari sisi waktu dan biaya.

Banyak pelaku pencurian ringan berasal dari kelompok ekonomi lemah yang melakukan kejahatan bukan karena niat jahat, melainkan karena desakan kebutuhan hidup.35 Dengan pendekatan ini, pelaku bukan hanya dihukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan diterima kembali di masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip pemidanaan modern yang menitikberatkan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan semata pembalasan.




[bookmark: _bookmark47][bookmark: _bookmark48][bookmark: _bookmark49]32Zehr, The Little Book of Restorative Justice, hlm. 30. 33Braithwaite, Restorative Justice & Responsive Regulation, hlm. 98. 34Lilik Mulyadi, Peradilan Restoratif di Indonesia, hlm. 45
[bookmark: _bookmark50]35Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 123.





[image: ]Salah satu alasan utama restorative justice semakin dikembangkan di Indonesia adalah efektivitasnya dalam menangani perkara ringan, termasuk pencurian yang nilainya kecil dan dilakukan oleh pelaku yang bukan residivis.36 Dalam konteks kasus pencurian buah kelapa sawit, pelaku umumnya adalah masyarakat sekitar kebun yang terdorong oleh alasan ekonomi, keterbatasan pendidikan, atau minimnya kesadaran hukum.

Penerapan keadilan restoratif dalam kasus-kasus semacam ini terbukti lebih efisien dan memiliki dampak jangka panjang yang positif. Beberapa indikator efektivitasnya antara lain:37
1. Pengurangan beban peradilan:

Proses penyelesaian di luar pengadilan (non-litigation) mengurangi beban perkara di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri yang seringkali menumpuk dengan kasus-kasus ringan.
2. Menghindari stigmatisasi pelaku:

Dengan tidak menjebloskan pelaku ke penjara, proses restoratif mencegah pelabelan sosial yang bisa mempersulit pelaku untuk kembali diterima dalam masyarakat.
3. Membangun rasa tanggung jawab:

Pelaku diajak untuk memahami dampak perbuatannya, meminta maaf secara langsung, dan menebus kesalahan secara konkret, misalnya dengan memberikan ganti rugi atau membantu korban.

[bookmark: _bookmark51]36Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.
[bookmark: _bookmark52]37Komnas HAM, “Restorative Justice dan Penerapannya,” 2021.





4. Pemulihan korban secara emosional dan material:

Dalam banyak kasus, korban lebih menginginkan permintaan maaf yang tulus dan kompensasi, daripada menghukum pelaku secara pidana.
5. [image: ]Mencegah residivisme:
Pelaku yang terlibat dalam mediasi penal atau konferensi komunitas cenderung tidak mengulangi perbuatannya karena merasa dihargai sebagai manusia dan diberi kesempatan untuk berubah.

Program ini juga lebih adaptif karena bisa menyesuaikan dengan karakteristik lokal dan budaya masyarakat. Misalnya, dalam penyelesaian kasus pencurian sawit, masyarakat adat atau tokoh dusun dapat berperan sebagai mediator, sehingga penyelesaian berlangsung dengan pendekatan kekeluargaan. Hal ini jauh lebih efektif dalam membangun kepercayaan dan ketenangan sosial, dibanding proses hukum yang berlarut-larut dan berjarak dari masyarakat.

Selain itu, restorative justice juga terbukti lebih hemat secara anggaran negara. Tidak diperlukan biaya persidangan, biaya penahanan, atau proses birokrasi panjang. Cukup dengan fasilitator, tempat pertemuan yang netral, dan kesepakatan damai, proses penyelesaian dapat dilakukan dengan cepat dan memberikan manfaat langsung kepada semua pihak yang terlibat.





F. [bookmark: _bookmark53]Peran Lembaga Adat dan Tokoh Masyarakat

[image: ]Salah satu elemen penting dalam keberhasilan restorative justice adalah keterlibatan lembaga adat atau tokoh masyarakat.38 Dalam banyak kasus, tokoh masyarakat berfungsi sebagai mediator informal yang memiliki otoritas moral untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Dalam hal pencurian buah sawit di perkebunan, pelibatan tokoh dusun, kepala desa, atau tokoh agama sangat membantu untuk membangun kepercayaan dan menjamin bahwa kesepakatan perdamaian benar-benar dijalankan oleh pelaku.

Model ini memperkuat sinergi antara hukum formal dan norma sosial, yang dikenal sebagai hukum hibrid (hybrid legal system),39 yaitu perpaduan antara sistem hukum negara dan sistem hukum non-formal yang hidup di tengah masyarakat. Dalam banyak penelitian, pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam konteks pedesaan yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan kebersamaan.

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga-lembaga lokal seperti tokoh adat, tokoh agama, dan kepala desa, yang memiliki posisi strategis dalam struktur sosial masyarakat. Dalam banyak kasus pidana ringan seperti pencurian kelapa sawit di kawasan pedesaan, tokoh masyarakat sering dijadikan rujukan utama untuk menyelesaikan konflik secara damai tanpa melalui jalur formal pengadilan.

[bookmark: _bookmark54]38Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 88.
[bookmark: _bookmark55]39Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 88.





[image: ]Dalam konteks perkebunan kelapa sawit milik PTPN IV Regional II, keterlibatan tokoh masyarakat seperti kepala dusun, pemuka agama, atau bahkan manajer kebun memiliki nilai penting untuk meredam konflik antara pelaku dan perusahaan. Sebab, mereka tidak hanya berperan sebagai mediator, tetapi juga sebagai penjamin moral yang mengawasi pelaksanaan kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Peran ini memperkuat legitimasi proses mediasi penal karena masyarakat memiliki kepercayaan tinggi terhadap tokoh-tokoh tersebut.

Lebih dari itu, proses pemulihan sosial yang dilakukan secara adat, seperti pemberian maaf, penebusan kesalahan dalam bentuk kerja sosial, atau bentuk kompensasi lain yang disepakati bersama, dianggap lebih mencerminkan nilai- nilai keadilan dalam komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa nilai lokal (local wisdom) dan praktik hukum informal tetap relevan di tengah perkembangan hukum nasional.

G. [bookmark: _bookmark56]Hambatan Sosiokultural dan Struktural

Meskipun restoratif justice memiliki banyak kelebihan, namun penerapannya di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan, baik dari sisi sosial, budaya, maupun kelembagaan. Di tingkat sosial, masih banyak masyarakat yang memandang bahwa keadilan hanya bisa ditegakkan apabila pelaku dihukum seberat-beratnya. Pandangan ini tumbuh dari pemahaman lama yang berakar pada prinsip retributif (balas dendam), sehingga setiap bentuk perdamaian atau mediasi dianggap tidak mencerminkan keadilan yang sesungguhnya.





[image: ]Di sisi lain, aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa terkadang belum memahami atau belum memiliki pelatihan memadai dalam mekanisme restorative justice. Hal ini menyebabkan proses restoratif sering kali hanya menjadi formalitas belaka, tanpa pemahaman mendalam mengenai esensi dan tujuannya. Terlebih lagi, tidak semua wilayah memiliki fasilitator atau mediator yang kompeten dan netral dalam menyelesaikan konflik, sehingga proses mediasi berisiko tidak imparsial.

Hambatan struktural lainnya adalah belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur keadilan restoratif secara menyeluruh, yang menyebabkan implementasinya hanya terbatas pada peraturan teknis di tingkat institusi, seperti Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 atau Perpol No. 8 Tahun 2021.40 Tanpa dasar hukum nasional yang kuat, pendekatan ini akan sulit berkembang menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana Indonesia. Selain itu, masih kurangnya anggaran untuk membentuk dan melatih tim mediasi menjadi kendala utama yang menghambat perluasan program ini di daerah-daerah rawan kejahatan ringan seperti kawasan perkebunan.

H. [bookmark: _bookmark57]Keterkaitan dengan Tujuan Pemidanaan Modern

Restorative justice sejalan dengan paradigma pemidanaan progresif, di mana fokus utama bukan lagi pembalasan (retribution), tetapi resosialisasi, reparasi, dan reintegrasi sosial.41 Dalam hal ini, restorative justice menjadi


[bookmark: _bookmark58]40Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 dan Perpol No. 8 Tahun 2021.
[bookmark: _bookmark59]41Zehr, The Little Book of Restorative Justice, hlm. 50.





jembatan antara tuntutan keadilan korban, kebutuhan pelaku untuk memperbaiki diri, dan kepentingan masyarakat untuk hidup damai.

[image: ]Menurut Barda Nawawi Arief, tujuan pemidanaan bukan hanya untuk memberikan penderitaan, tetapi untuk mencapai ketertiban sosial melalui pendidikan moral dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Restorative justice memenuhi semua aspek ini dengan mengedepankan dialog, pengakuan kesalahan, dan tanggung jawab moral,42 yang pada akhirnya jauh lebih efektif dalam mencegah kejahatan dibanding penghukuman semata.

Salah satu nilai penting dari keadilan restoratif adalah kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan modern, yaitu tidak sekadar menghukum, tetapi juga memulihkan, merehabilitasi, dan mereintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Dalam pemikiran hukum kontemporer, kejahatan dipandang tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga sebagai bentuk gangguan terhadap tatanan sosial yang harus dipulihkan secara menyeluruh.

Melalui pendekatan restoratif, pelaku pencurian kelapa sawit yang umumnya berasal dari latar belakang ekonomi lemah diberi kesempatan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan, tanpa harus melalui proses peradilan formal yang bisa memperburuk kondisi sosialnya. Ini sangat penting karena sistem pemidanaan yang represif sering kali tidak menyelesaikan akar masalah dan bahkan berpotensi mendorong residivisme.


[bookmark: _bookmark60]42Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum, hlm. 131.





[image: ]Restorative justice juga sejalan dengan prinsip restorasi hak korban, di mana korban pencurian dalam hal ini perusahaan perkebunan atau koperasi petani mendapat ganti rugi, permintaan maaf, dan komitmen dari pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.43 Pendekatan ini menjadikan keadilan lebih terasa karena menekankan proses dialog, bukan sekadar putusan pengadilan yang formalistik.

Oleh karena itu, restorative justice tidak hanya memperkuat efektivitas sistem hukum pidana, tetapi juga memberikan ruang bagi terciptanya keseimbangan antara keadilan legal dan keadilan sosial, terutama dalam masyarakat agraris yang masih memegang kuat nilai-nilai komunal. Kedepan, implementasi keadilan restoratif harus didorong sebagai bagian dari reformasi hukum pidana nasional, seiring dengan upaya untuk mengurangi overkriminalisasi dan overcrowding di lembaga pemasyarakatan.

I. [bookmark: _bookmark61]Perspektif Kriminologi dalam Pencurian Perkebunan dan Restorative Justice

Pendekatan kriminologi dalam memahami pencurian buah kelapa sawit sangat penting dalam membedah faktor-faktor struktural yang melatarbelakangi kejahatan tersebut. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan pelaku kejahatan dari sudut sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis memberikan pandangan bahwa tindakan pencurian tidak selalu berakar dari niat jahat individu semata, melainkan juga akibat dari kondisi sosial dan ekonomi yang menekan.

[bookmark: _bookmark62]43Braithwaite, Restorative Justice & Responsive Regulation, hlm. 110.





[image: ]Pencurian di perkebunan kelapa sawit, terutama oleh masyarakat sekitar, kerap dipicu oleh kemiskinan, ketimpangan sosial, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Menurut Teori Strain oleh Robert K. Merton, masyarakat yang tidak memiliki akses yang sama terhadap tujuan-tujuan budaya (seperti kemakmuran atau kekayaan), namun dituntut untuk mencapainya, cenderung melakukan adaptasi devian, termasuk pencurian.44 Dalam konteks ini, Restorative Justice menjadi pendekatan yang tidak hanya menekankan pada penanganan hukum formal, tetapi juga berusaha menyelesaikan akar masalah sosial tersebut melalui dialog, pemulihan, dan reintegrasi sosial.45

Lebih lanjut, dari sudut teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi, lemahnya keterikatan individu terhadap institusi sosial seperti keluarga, sekolah, dan pekerjaan menjadi penyebab utama perilaku menyimpang. Maka, solusi berbasis Restorative Justice sangat ideal karena secara langsung melibatkan komunitas dan membangun kembali keterikatan sosial pelaku.

J. [bookmark: _bookmark63]Implikasi Sosial-Ekonomi Penerapan Restorative Justice di Kawasan Perkebunan

Restorative justice memiliki implikasi yang luas dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat sekitar perkebunan. Selain mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan biaya penegakan hukum, penerapan keadilan restoratif juga membuka ruang bagi pemberdayaan masyarakat. Misalnya, dengan memasukkan
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44Robert K. Merton, Social Theory and Social Structure, (New York: The Free Press,
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[image: ]syarat dalam kesepakatan perdamaian berupa partisipasi pelaku dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti atau pelatihan kerja produktif, maka proses ini tidak hanya menjadi hukuman moral, tetapi juga mekanisme peningkatan kapasitas ekonomi pelaku.

Kegiatan seperti mediasi dan perdamaian adat juga memperkuat legitimasi sosial terhadap proses hukum. Di banyak wilayah, penyelesaian konflik melalui pendekatan komunitas menghasilkan stabilitas sosial yang lebih tinggi karena mengedepankan nilai rekonsiliasi dan tanggung jawab bersama.

Penerapan pendekatan restorative justice dalam menangani tindak pidana ringan, seperti pencurian buah kelapa sawit, memiliki berbagai implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat secara luas. Dalam konteks perkebunan milik negara seperti PTPN IV Regional II Kebun Bandar Klippa, kebijakan ini dapat menjadi solusi konkret dalam mereduksi kriminalitas sembari memperkuat ketahanan sosial masyarakat sekitar.

Secara sosial, pendekatan restoratif memperkuat relasi antar individu dalam komunitas. Proses mediasi yang melibatkan pelaku, korban, dan tokoh masyarakat memperbesar peluang terciptanya pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Ketika pelaku diberikan ruang untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, dan menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki kesalahan, masyarakat cenderung lebih menerima kembali individu tersebut. Hal ini menghindarkan pelaku dari stigma sosial yang biasa melekat setelah menjalani





hukuman pidana formal, seperti kesulitan memperoleh pekerjaan atau ditolak secara sosial.

[image: ]Di sisi ekonomi, restorative justice berkontribusi pada efisiensi anggaran negara. Proses ini mengurangi beban sistem peradilan pidana, mulai dari biaya penyidikan, persidangan, hingga pemasyarakatan. Negara tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menahan pelaku dalam jangka waktu tertentu jika kasus dapat diselesaikan dengan damai dan efisien di tingkat lokal.46 Selain itu, pelaku juga tidak kehilangan kesempatan ekonomi karena tidak harus menjalani masa hukuman pidana yang berpotensi memutus akses ekonomi keluarga mereka.

Lebih lanjut, dalam beberapa praktik keadilan restoratif di kawasan perkebunan, bentuk kompensasi yang diberikan pelaku kepada korban dapat berupa kerja sosial atau kontribusi ekonomi langsung, seperti membantu proses panen atau kegiatan produktif lainnya. Model ini tidak hanya mengembalikan kerugian material, tetapi juga mendorong pelaku untuk terlibat kembali dalam aktivitas ekonomi yang sah. Pada gilirannya, hal ini membentuk siklus pemulihan sosial-ekonomi yang positif dan berkelanjutan.
Restorative justice juga dapat menjadi alat pemberdayaan masyarakat apabila diintegrasikan dengan program-program pengembangan ekonomi lokal. Misalnya, setelah melalui proses penyelesaian perkara, pelaku dapat diikutsertakan  dalam  pelatihan  keterampilan,  koperasi  desa,  atau  kegiatan

[bookmark: _bookmark66]46Harkristuti Harkrisnowo, “Keadilan Restoratif: Pendekatan Baru dalam Penyelesaian Tindak Pidana”, Jurnal Hukum IUS, Vol. I No. 2, 2013, hlm. 213.





[image: ]pertanian produktif yang difasilitasi oleh perusahaan ataupun pemerintah desa. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga memberikan solusi terhadap akar permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, efektivitas implementasi keadilan restoratif di kawasan perkebunan juga sangat bergantung pada komitmen para pihak, ketersediaan sumber daya manusia (mediator yang terlatih), serta dukungan regulasi yang konsisten. Tanpa koordinasi yang kuat antara aparat penegak hukum, perusahaan, tokoh masyarakat, dan lembaga pemerintah daerah, maka penerapan restorative justice dikhawatirkan hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak substansial.47




























[bookmark: _bookmark67]47Muladi, Kebijakan Peradilan Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2002), hlm. 124.


[bookmark: _bookmark68][bookmark: _bookmark69]BAB III METODE PENELITIAN

A. [bookmark: _bookmark70]Lokasi Penelitian

[image: ]Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II . Adapun alasan penulis mengambil lokasi ini karena penulis menemukan permasalahan pencurian dengan penyelesaian secara restorative justice

B. [bookmark: _bookmark71]Jenis Penelitian

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum dibedakan menjadi dua penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Dalam penelitian yang dilakukan penulis saat ini digunakan penelitian hukum yang bersifat normatif-empiris. Pada penelitian hukum jenis ini, kerap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia.48


C. [bookmark: _bookmark72]Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis, dimana data akan diperoleh dari membaca dan menganalisa bahan-bahan dan wawancara secara tertulis oleh pejabat PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II, Masyarakat sekitar dan Kepala

[bookmark: _bookmark73]48 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 118
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Dusun setempat juga melakukan pendekatan yuridis empiris dengan melakukan penelitian di PT. Perkebunan IV Regional II Kebun Bandar Klippa.

D. [bookmark: _bookmark74]Sumber Data

[image: ]Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Secara umum, maka di dalam penelitian biasanya dibedakan antara dua data yang diperoleh secara lansung dari masyarakat (mengenai perilakunya; data empris) dan dari bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan yang kedua diberi nama data skunder.49

E. [bookmark: _bookmark75]Analisis Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah 3 langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Data yang diperoleh dari kajian- kajian bacaan
Untuk dapat memcahkan permasalahan yang ada serta untuk menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang dikumpulkan melalui studi dan mengkaji, maka analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan analisis kualitatif.










[bookmark: _bookmark76]49 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian hukum. Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2018, hlm. 51



[bookmark: _bookmark77]BAB IV

[bookmark: _bookmark78]HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. [bookmark: _bookmark79]Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pencurian

[image: ]Pencurian merupakan Tindakan kriminalitas, yang sangat menganggu kenyamanan masyarakat , untuk itu perlu sebuah Tindakan yang konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. Faktor kemiskinan salah satu yang dominan yang mempengaruhi perilaku pencurian dalam kenyataan ditengah masyarakat, pencurian yang makin meningkat ditengah kondisi objektif pelaku didalam melakukan aktifitasnya, kondisi ini dapat berdampak beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut. namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum, salah satu bentuk kejahatan pencurian yang kerap terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat pencurian buah kelapa sawit di area perkebunan milik masyarakat setempat.
Pencurian buah kelapa sawit merupakan masalah kejahatan yang sangat merugikan banyak pihak, diantaranya pemilik kebun, Melihat perkembangan kelapa sawit saat ini sangat begitu menggiurkan dengan nilai jual dan bobot berat yang sangat fantastis sehingga banyak pihak yang terlibat juga terpengaruh untuk melakukan tindak kejahatan pencurian kelapa sawit dengan menambah pekerjaan sampingan yang instan dengan pundi-pundi rupiah yang sangat menjanjikan, Pencurian kelapa sawit hamper mendominasi distiap sudut wilayah perkebunan kelapa sawit tersebut, Upaya hukum yang tidak boleh lemah, kesadaran masyarakat tentang hukum dan penegakan hukum yang tegas dalam memberantas

48






kasus pencurian kelapa sawit tersebut. Bila tidak demikian maka sadar atau tidak sadar masalah tersebut akan menghambat proses berlansungnya pembangunan nasional dan menimbulkan keresahan masyarakat.
[image: ]Tindak pidana yang marak terjadi ditengah masyarakat adalah pencurian buah kelapa sawit secara tidak sah, khususnya hasil perkebunan kelapa sawit yang disebut dengan tandan buah segar (TBS). Tindak pidana pencurian kelapa sawit merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi tengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat perkebunan kelapa sawit.
Kekhwatiran atas pencurian kelapa sawit, mewajibkan seharusnya kepemilikan perkebunan kelapa sawit untuk menjaga kebun sawitnya, akan tetapi hal tersebut sering tidak berhasil karena pelaku tidak hanya melakukan aksinya pada siang hari tetapi juga melakukan aksinya dimalam hari yang tidak mungkin kepemilikan kebun sawit melakukan penjagaan dimalam hari sehingga menyulitkan penjagaan.
Areal perkebunan yang ditanami buah kelapa sawit segar dan dijual dengan harga tinggi sering kali membuat para pelaku kejahatan ingin mencari keuntungan untuk kepentingan sendiri guna memproleh hasil kebun yang bukan haknya. Hukum sebagai agen perubahan kehidupan masyarakat harus mampu mengatasi atau setidaknya mewaspadai segala bentuk perubahan, walaupun konsep sosial dan budaya belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, hukum itu sendiri tetap bagus dalam konteks yang meresap.
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[image: ]Oleh karena itu, baik lemabaga hukum maupun masyarakat tertentu perlu bekerja untuk mengatasi atau paling tidak mengatasi pencegahan agar dapat berfungsi secara tertib, aman dan damai,. Dalam konteks ini, semua pihak harus bahu-membahu mengakumulasi nilai-nilai agama, budaya dan hukum serta menindak tegas para pelaku pencurian sawit. Tindak pidana pencurian ini akan terus meningkat dan meningkat dimasa yang akan datang, sehingga korban juga akan bertambah, bahkan mungkin menjadi fenomena lumrah dimasyarakat. Sebab-sebab yang melatar belakangi pencurian buah kelapa sawit :
1. Faktor ekonomi

Keadaan ekonomi menjadi penyebab utama timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh segelintir masyarakat. Dikarenakan tidak menutup kemungkinan kebanyakan memang pelaku kejahatan berasal dari orang- orang yang mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kehidupannya atau dalam kata lain ekonomi yang lemah. Jika melihat penyebab tersebut maka bisa dikatakan dikarenakan adanya desakan ekonomi untuk memenuhi hidup dan keluarganya maka seseorang terpaksa untuk melakukan suatu kejahatan.
Sehingga keadaan ekonomi dapat menjadi pengaruh yang besar kepada seseorang untuk melakukan suatu pelanggaran. Padahal bisa saja orang tersebut sama sekali tidak memiliki kemampuan atau keahlian untuk melakukan suatu kejahatan, namun dikarenakan adanya pengaruh untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak sehingga terpaksa untuk melakukannya.





2. Faktor Lingkungan

[image: ]Lingkungan juga menjadi factor seseorang bisa melakukan suatu perbuatan pencurian. Dikarenakan lingkungan kehidupan atau tempat tinggal yang dapat mendukung seseorang untuk mampu melakukan pencurian, sehingga dengan adanya kondisi tersebut meskipun pada saat tertentu belum melakukannya maka dengan adanya pengaruh lingkungan maka orang tersebut akan melakukannya pula. Lingkungan yang dimaksud disini yaitu berupa pengaruh dari pergaulan sesame teman, dimana dalam pergaulannya tersebut tidak memiliki pengawasan, ditambah lagi diantara temannya tersebut sudah pernah melakukan pencurian.
Keadaan yang tidak baik dari suatu lingkungan memiliki potensi untuk mempengaruhi dan menimbulkan suatu tindak pidana pencurian. Pada dasarnya lingkungan ini ini juga dipengaruhi oleh adanya suatu perkembangan Iptek dan semakin moderennya suatu Negara sehingga terjadinya perubahan nilai kesosialan. Sehingga dengan perubahan tersebut menyebabkan timbulnya suatu akibat yang tidak baik pada diri seorang pelaku pencurian.
Hal ini pada dasarnya berasal dari lingkungan suatu keluarga dan tempat seseorang bergaul dalam kehidupannya. Dimana jika melihat kedudukannya maka keluarga dalam pandangan secara luas maka memiliki peran penting terbentuknya suatu sikap seseorang di dalam kehidupannya, dikarenakan keluarga tempat orang menerima pembelajaran untuk bersikap sehingga timbul suatu gambaran maka orang dapat melakukan sosialisasi tergantung kepada cara keluargannya melakukan suatu hubungan satu dengan lainnya.





3. Faktor Penegakan Hukum

[image: ]Tidak sesuainya penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran dan adanya tindakan yang bisa diselesaikan secara damai dengan korban pencurian buah sawit mengakibatkan timbulnya suatu ketidakjeraan pelaku pencurian. Pelaku yang sudah ditangkap bisa lepas dari hukumannya yang akan menjeratnya sehingga menyebabkan pelaku tidak memiliki ketakutan untuk berbuat kembali pencurian.
Pengaktualisasian kebijakan hukum pidana, merupakan salah satu faktor penunjang bagi penegakan hukum pidana, khususnya penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka tindakan untuk mengatur masyarakat dengan sarana hukum pidana terkait erat dengan berbagai bentuk kebijakan dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.
Sebagai salah satu alternatif penanggulangan kejahatan, maka kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya kesejahteraan masyarakat (social welfare).
Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh segelintir orang sangat membuat keresahaan bagi setiap orang. Tindakan tersebut juga menimbulkan kerugian bagi pihak yang menjadi korbannya. Pada dasarnya perbuatan dalam





[image: ]pencurian memiliki sanksi atas setiap yang dilakukannya. Sebagaimana pendapat dari C.S.T Kansil yang menyatakan bahwa: “Hukum yang mengatur pelanggaran- pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukum yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan”.
Penyelenggaraan pemerintah tentunya juga diikat dengan suatau aturan hukum terutama aturan dalam perbuatan tindak pidana, yang memiliki unsur larangan, dan adanya efek sanksi dari larangan tersebut. Sehingga jika seseorang melakukan perbuatan sebagaimana dilarang oleh aturan hukum maka seseorang itu akan dikenakan pidana. Penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan mengadakan tindakan terhadap suatu perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum, pada suatu sisi dengan memberikan sanksi kepada para pelanggar dan sisi lain mendidik dan membina agar bisa dikembalikan lagi di lingkungan masyarakat sehingga dapat diajdikan seseorang yang bermanfaat.
B. [bookmark: _bookmark80]Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Pihak Berwenang Untuk Mencegah Dan Menangani Kasus Pencurian Kelapa Sawit Di PTPN IV Regional II
Pencegahan dan pengurangan perkara pencurian haruslah dilakukan dengan upaya penanggulangan kejahatan yang terarah Dikarenakan tanpa adanya cara yang terarah maka permasalahan ini sangat sulit untuk ditanggulangi. Penaggunglangan bisa dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Upaya tersebut harus dilakukan dengan baik, sehingga perkara pencurian buah sawit bisa dikurangi dan dihentikan. pada dasarnya untuk menghilangkan perkara pencurian ini merupakan sesuatu hal yang tidak mungkin dikarenakan perkara ini merupakan





suatu fenomen sosial yang ada dalam masyarakat sehingga dimungkinkan akan sulit dilakukan.
[image: ]Dikarenakan hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan kehidupan dan kepentingan yang masih terbatas maka perkara kejahatan ini tidak dapat dimusnahkan atau diberantas Kejahatan didalam kehidupan adalah suatu perbuatan anti sosial yang melanggar hukum pidana serta tidak dikehendaki oleh masyarakat. Kejahatan dapat timbul dari proses interaksi sosial seseorang atau sekelompok orang dalam kehidupan bermasyarakat.
Proses interaksi pula dapat mengubah perilaku suatu individu agar sesuai dengan aturan yang ada di masyarakat itu sendiri. Namun, apabila suatu individu tidak dapat menyelesaikan diri, maka akan terjadi pergeseran dalam masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan suatu kejahatan.
Selain itu, kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang timbul dan berkembang dalam masyarakat yang pada akhirnya akan membahayakan masyarakat itu sendiri. Keadaan ekonomi adalah salah satu yang mempengaruhi perkembangan dari suatu kejahatan, jika masyarakat memiliki tekanan ekonomi secara tidak lansung akan menimbulkan dampak buruk terhadap kehidupan sehari- hari, orang akan lebih cenderuung melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang ada sehingga selalu memilih jalan pintas yang dianggap mudah dan cepat memproleh keuntungan.
Melalui hasil penelitian wawancara penulis menurut Bapak Agung Hernowo sebagai Karani I di PTPN IV Regional II Kebun Bandar Klippa mengatahan :





[image: ]“ Pada dasarnya upaya dilakukan dengan melakukan patrol serta melakukan koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait dan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dikarenakan upaya penyuluhan hukum sangatlah penting dilakukan, mengingat bahwa pada umumnya pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana pencurian adalah tingkat kesadaran hukumnya masih relatif rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari, bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan masyarakat, yang diancam dengan undang-undang.”50
Hal yang sama juga disampaikan Ibu Nurul Utami sebagai Karani SDM di PTPN IV Regional II Kebun Bandar Klippa mengatahan :
“Melaksanakan razia dengan patroli secara rutin demi peningkatan keadaan ketertiban dan keamanan masyarakat. Pihak kepolisian dan petugas keamanan PTPN IV dalam menjalankannya memiliki harapan bisa menjebatani komunikasi kepada masyarakat dengan baik, demi terwujudnya ikatan yang bisa terjain untuk bekerjasama mengentas kejahatan pencurian buah sawit ini. Pada dasarnya upaya lainnya tidak lain memberikan suatu penegakan hukum kepad apelaku agar dapat mendatangkan suatu efek jera sehingga tidak melakukannya lagi”51





[bookmark: _bookmark81]50 Wawancara dengan Bapak Agung Hernowo, sebagai Karani I di PTPN IV Regional II, Jumat 13 Juni 2025, Pukul 09.05 WIB
[bookmark: _bookmark82]51 Wawancara dengan Ibu Nurul Utami, sebagai Kariai SDM di PTPN IV Regional II, Jumat 13 Juni 2025, Pukul 09.55 WIB





Pada dasarnya untuk menanggulangi suatu kejahatan maka ada beberapa upaya yang bisa dilakukan yakni antara lain secara:
a  Pre-Emtif

[image: ]Merupakan suatu upaya yang dilakukan pada tahapan awal yang dilaksanakan oleh pihak polisi dalam pencegahan adanya suatu kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan adalah menanamkan nilai- nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.
b. Preventif

Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.
c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.
Upaya penyelesaian tindak pidana merupakan suatu upaya penyelesaian yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap suatu kejahatan atau pelanggaran tindak pidana sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terkait dengan tindak pidana pencurian kelapa sawit tentu suatu upaya yang dilakukan haruslah sesuai dengan ketentuan hukum, menjunjung tinggi nilai





[image: ]keadilan, kemanusiaan dan juga haruslah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Selain penyelesaian menggunakan sistem peradilan pidana juga dapat menggunakan sistem peradilan adat yang upaya penyelesaian diselesaikan oleh pemangku adat atau aparatur gampong dengan mengedepankan proses musyawarah guna tercapainya upaya penyelesaian secara perdamaian.
C. [bookmark: _bookmark83]Upaya Restorative Justice dalam menyelesaikan kasus pencurian kelapa sawit milik PTPN IV Regional II
Keadilan restorative atau restorative justice adalah konsep keadilan yang mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan berbasis kebutuhan terhadap korban, pelaku, dan lingkungan terdampak suatu tindak pidana. Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrin) Polri pada tanggal 08 Agustus 2012 telah mengeluarkan Surat Telegram Kabareskrim Nomor: STR/583/VIII/2012 tentang Penerapan Restorative Justice.
Surat telegram tersebut yang kemudian dijadikan dasar penyidik polri dalam penyelesaian perkara pengaduan masyarakat dengan keadilan restoratif, hingga Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada 27 Juli 2018. Menanda tangani Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, bertujuan untuk menyelesaikan perkara dengan pendekatan restoratif justice agar tidak memunculkan keberagaman admnistrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya
Surat edaran Kapolri tentang Restorative Justice inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri yang





[image: ]melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hokum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip 48 keadilan restoratif (restorative justice) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (restorative justice) di Lingkungan Polri.
Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan entry point dari suatu penegakan hukum pidana melalu isi sitem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia. Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu tindak pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukumya itu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama perkembangan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dengan membebani pelaku kejahatan dengan kesadarannya megakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.52




[bookmark: _bookmark84]52 S. Akhir Prio Utomo, Skripsi : Penerapan Restoratif Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi : Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi 2023) Hal. 47 - 48





[image: ]Penerapan restorative justice dalam Perkara adalah merupakan paradigma baru dalam penyelesaian permasalahan pidana. Restorative Justice merupakan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersamasama mencari penyelesaian yang adil dan berfokus pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
Paradigma ini berbeda dengan paradigma lama yang memandang sanksi pidana sebagai solusi yang efektif untuk menanggulangi meningkatnya tindak kejahatan. Sanksi pidana merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjalankan fungsinya untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Menurut Eva Achjani Zulfa, hilangnya peran korban dalam sistem peradilan pidana didasarkan pada empat kelemahan, yaitu:53
a. Tindak pidana lebih diartikan sebagai penyerangan terhadap otoritas pemerintahan dibandingkan sebagai serangan kepada korban atau masyarakat;
b. Korban hanya menjadi bagian dari sistem pembuktian dan bukan sebagai pihak yang berkepentingan akan proses yang berlangsung;
c. Proses hanya difokuskan pada upaya penghukuman bagi pelaku dan pencegahan kejahatan semata tanpa melihat upaya perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat;

[bookmark: _bookmark85]53 Eva Achjani Zulfa, Restorative Justice dan Peradilan Pro-Korban, dalam buku Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice, Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 28





d. Dalam penyelesaiannya, fokus perhatian hanya diarahkan kepada proses pembuktian atas kesalahan pelaku. Oleh karenanya, komunikasi hanya berlangsung.

[image: ]Dalam Handbook on Restorative Justice Programmes yang diterbitksan oleh PBB disebutkan bahwa : “Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community”54 Hubungan dengan penegakan hukum pidana, maka restorative justice merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan.
Konsep restorative justice pada dasarnya sejalan dengan teori hukum progresif yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo inti dari hukum progresif terletak pada berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari ikatan teks dokumen hukum, karena pada akhirnya hukum itu bukan untuk teks hukum, melainkan untuk kebahagiaan manusia. 15 Oleh karena itu cara penyelesaian perkara pidana hendaknya tidak terpaku pada teks undang-undang. Tujuan yang henadak dicapai dalam penyelesaian tersebut ialah kembalinya harmonisasi sosial yang seimbang antara pelaku, korban dan masyarakat.

Keadilan dalam restorative justice mengharuskan untuk adanya upaya memulihkan/mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak

[bookmark: _bookmark86]54 United Nations, Handbook on Restorative Justice Programmes, United Nations Publication, New York, 2006, hlm. 6





[image: ]pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut, semua itu dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil. Untuk mewujudkan keadilan, restorative justice menawarkan alternatif lain penyelesaian perkara pidana di luar jalur litigasi. Kenyataan pada masyarakat saat ini cenderung lebih memilih untuk menyelesaikan perkara di luar campur tangan penegak hukum. Jalan seperti ini dirasa lebih dapat membawa manfaat dari pada penyelesaian melalui proses hukum.55
Berdasarkan asas restoratif titik berat terdapat dalam syarat-syarat untuk menegakkan keadilan dan ganti rugi bagi pelaku dan korban itu sendiri, hal ini tentunya dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana pencurian. Biasanya tindak pidana pencurian dilakukan atas dasar kemauan atau paksaan seseorang untuk melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga apabila pencurian itu dilakukan dapat tercipta keadilan dan ganti rugi bagi pelaku dan korban.
Syarat memperoleh keadilan restoratif pada kasus pencurian adalah memenuhi unsur didalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan atas dasar pemulihan keadilan. Pemberhentian penuntutan dan diberhentikannya kasus pidana demi hukum berdasarkan hak pemulihan keadilan jika memenuhi syarat-syarat sebagai untuk memperoleh keadilan restoratif dalam kasus pencurian, yaitu:
1. Tersangka merupakan pelaku tindak pidana untuk pertama kalinya;

2. Ancaman pidana denda dan penjara tidak lebih dari 5 tahun; dan


[bookmark: _bookmark87]55 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta 1987, hlm.45.





3. Nilai barang curian atau kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00.
[image: ]Dalam kasus tindak pidana pencurian nominal barang curian sesuai sebagaimana yang diatur dalam regulasi dan syarat untuk memperoleh keadilan restoratif telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka dapat diupayakan untuk menerapkan prinsip restoratif dalam menegakkan hukum. Pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pencurian bukan dalam bentuk pidana kurungan atau penjara, tetapi lebih kepada penyelesaian yang damai dan mengutamakan pemulihan bagi pelaku daripada hanya menghukum dengan balas dendam. Melalui hasil penelitian wawancara terhadap pelaku, masyarakat dan aparatur pemerintahan setempat terdapat beberapa upaya restorative justice yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus pencurian kelapa sawit milik PTPN IV Regional II yaitu:
1. Upaya pelaporan dan penyelidikan

Dalam tahap awal penyelesaiannya biasanya pihak yang telah dirugikan akan melakukan laporan kepada pihak berwajib untuk segera dilakukan proses penyelidikan terhadap Tindakan pencurian kelapa sawit yang telah dilakukan oleh pihak pelaku. Berikut pertanyataan dari Bapak Manto selaku Kepala Dusun IX Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang mengatakan :
“ Awalnya memang dari pihak PTPN IV yang pertama selalu menghubungi

saya dulu jika terjadi kasus pencurian kelapa sawit di PTPN IV Regional II





itu, setelah itu barulah kami panggil warganya, kami tanyakan benar atau

tidak sampean ada mencuri kelapa sawit dari kebun PTPN IV itu”56

[image: ]Lebih lanjut hasil wawancara penulis bersama Bapak Agung Hernowo sebagai Karani I di PTPN IV Regional II Kebun Bandar Klippa mengatahan :
“ Memang jika ada kasus yang terjadi seperti demikian, orang yang pertama kali kami hubungi memang Bapak Kadus setempat, meminta untuk memanggil pihak terkait, dimintai keterangan terlebih dahulu”57
Berdasarkan penyampaian diatas dijelaskan bahwasanya pelaporan dan penyelidikan merupakan upaya awal yang dilakukan dalam upaya restorative justice untuk menyelesaikan kasus pencurian kelapa sawit milik PTPN IV Regional II

2. Mediasi dan kesepakatan

Dalam Langkah selanjutnya Pihak terkait memfasilitasi pertemuan antara pelaku, pihak PTPN IV Regional II, dan pihak lain yang terkait (keluarga, tokoh masyarakat). Dalam pertemuan ini, dilakukan mediasi untuk mencari solusi yang adil dan disepakati bersama. Berikut pertanyataan dari Bapak Manto selaku Kepala Dusun IX Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang mengatakan :
“ Jika memang sudah terbukti bahwasanya benar kejadian itu di perbuat oleh
nya, biasanya saya akan tanya terlebih dahulu bagaimana keputusan dari pihak PTPN IV dalam menanggapi kasus tersebut, biasanya pihak pelaku

[bookmark: _bookmark88]56 Wawancara dengan Bapak Manto, sebagai Kepala Dusun IX Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kab Deli Serdang, Minggu 15 Juni 2025, Pukul 15.52 WIB
[bookmark: _bookmark89]57 Wawancara dengan Bapak Agung Hernowo, sebagai Karani I di PTPN IV Regional II, Jumat 13 Juni 2025, Pukul 09.05 WIB





akan memulai permintaan mediasi selanjutnya jika pihak PTPN IV bersedia,

disitulah mulai buat kesepakatan bersama ”58

[image: ]Lebih lanjut hasil wawancara penulis bersama Bapak Agung Hernowo sebagai Karani I di PTPN IV Regional II Kebun Bandar Klippa mengatahan :
“ Kalau persoalan pencuriannya masuk kategori pencurian ringan dan pihak pelaku juga sudah meminta maaf dan mengakui perbuatannya salah, biasa nya langsung bersama kepling kami setujui untuk buat kesepakatan bersama ”.59 Berdasarkan	penyampaian	diatas	dijelaskan	bahwasanya	mediasi	dan
kesepakatan menjadi upaya kedua yang dilakukan dalam upaya restorative justice untuk menyelesaikan kasus pencurian kelapa sawit milik PTPN IV Regional II
3. Penyusunan perjanjian perdamaian

Dalam tahapan terakhir jika tercapai kesepakatan, dibuat perjanjian perdamaian yang berisi kesediaan pelaku untuk meminta maaf, mengembalikan kerugian (jika ada), dan melaksanakan sanksi sosial jika disepakati. Berikut pertanyataan dari Bapak Manto selaku Kepala Dusun IX Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang mengatakan :
“ Terakhir jika permasalahan sudah menemukan titik temunya, pelaku juga sudah meminta maaf dan mengakui kesalahannya, selanjutnya kami buat surat perjanjian bermatrai, yang apabila dilanggar bisa dilakukan tindak lanjut sesuai hukum yang berlaku “.60

[bookmark: _bookmark90]58Wawancara dengan Bapak Manto, sebagai Kepala Dusun IX Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kab Deli Serdang, Minggu 15 Juni 2025, Pukul 15.52 WIB
[bookmark: _bookmark91]59 Wawancara dengan Bapak Agung Hernowo, sebagai Karani I di PTPN IV Regional II, Jumat 13 Juni 2025, Pukul 09.05 WIB
[bookmark: _bookmark92]60Wawancara dengan Bapak Manto, sebagai Kepala Dusun IX Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kab Deli Serdang, Minggu 15 Juni 2025, Pukul 15.52 WIB






Lebih lanjut hasil wawancara penulis bersama Bapak Agung Hernowo sebagai Karani I di PTPN IV Regional II Kebun Bandar Klippa mengatahan :
[image: ]“ Kalau sudah tahap akhirnya pelaku sudah meminta maaf dan mengikuti segala bentuk perjanjian yang ada, kami juga mengambil kesepakatan melalui surat perjanjian, ditanda tangai pihak pihak yang berhadir, baik dari pihak keluarga pelaku sebagai penjamin, tokoh masyarakat, pihak penegak hukum dan lain lain “.61



































[bookmark: _bookmark93]61Wawancara dengan Bapak Agung Hernowo, sebagai Karani I di PTPN IV Regional II, Jumat 13 Juni 2025, Pukul 09.05 WIB


[bookmark: _bookmark94][bookmark: _bookmark95]BAB V PENUTUP
A. [bookmark: _bookmark96]KESIMPULAN

[image: ]Pencurian buah kelapa sawit merupakan masalah kejahatan yang sangat merugikan banyak pihak, diantaranya pemilik kebun, Melihat perkembangan kelapa sawit saat ini sangat begitu menggiurkan dengan nilai jual dan bobot berat yang sangat fantastis sehingga banyak pihak yang terlibat juga terpengaruh untuk melakukan tindak kejahatan pencurian kelapa sawit dengan menambah pekerjaan sampingan yang instan dengan pundi-pundi rupiah yang sangat menjanjikan, Pencurian kelapa sawit hamper mendominasi distiap sudut wilayah perkebunan kelapa sawit tersebut, Upaya hukum yang tidak boleh lemah, kesadaran masyarakat tentang hukum dan penegakan hukum yang tegas dalam memberantas kasus pencurian kelapa sawit tersebut. Bila tidak demikian maka sadar atau tidak sadar masalah tersebut akan menghambat proses berlansungnya pembangunan nasional dan menimbulkan keresahan masyarakat. Sebab-sebab yang melatar belakangi pencurian buah kelapa sawit : faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor penegakan hukum
Pencegahan dan pengurangan perkara pencurian haruslah dilakukan dengan upaya penanggulangan kejahatan yang terarah Dikarenakan tanpa adanya cara yang terarah maka permasalahan ini sangat sulit untuk ditanggulangi. Penaggunglangan bisa dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Upaya tersebut harus dilakukan dengan baik, sehingga perkara pencurian buah sawit bisa dikurangi dan dihentikan. pada dasarnya untuk menghilangkan perkara pencurian
66







[image: ]ini merupakan sesuatu hal yang tidak mungkin dikarenakan perkara ini merupakan suatu fenomen sosial yang ada dalam masyarakat sehingga dimungkinkan akan sulit dilakukan. Pada dasarnya untuk menanggulangi suatu kejahatan maka ada beberapa upaya yang bisa dilakukan yakni antara lain secara: pre-emtif, preventif dan represif67

Dalam kasus tindak pidana pencurian nominal barang curian sesuai sebagaimana yang diatur dalam regulasi dan syarat untuk memperoleh keadilan restoratif telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka dapat diupayakan untuk menerapkan prinsip restoratif dalam menegakkan hukum.
Pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pencurian bukan dalam bentuk pidana kurungan atau penjara, tetapi lebih kepada penyelesaian yang damai dan mengutamakan pemulihan bagi pelaku daripada hanya menghukum dengan balas dendam. Melalui hasil penelitian wawancara terhadap pelaku, masyarakat dan aparatur pemerintahan setempat terdapat beberapa upaya restorative justice yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus pencurian kelapa sawit milik PTPN IV Regional II yaitu: upaya pelaporan dan penyelidikan, mediasi dan kesepakatan serta penyusunan perjanjian perdamaian
B. [bookmark: _bookmark97]SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam hal ini penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:
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[image: ]1. PTPN IV Regional II Kebun Bandar Klippa harus meningkatkan rute patroli secara rutin di wilayah yang lebih rawan sebagai lokasi pencurian buah sawit dan melakukan penindakan yang tegas kepada setiap pelaku yang tertangkap melakukan pencurian buah sawit
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ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di Kantor PTPN
IV Regional II Kebun Bandar Klippa, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana upaya yang telah dilakukan pihak terkait untuk mencegah dan
menangani kasus ini serta upaya restorative justice dalam menyelesaikan kasus
pencurian kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II Kebun
Bandar Klippa Data yang diperoleh melalui data Sumber data yang diperlukan
dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode penelitian
hukum yang bersifat deskriptif analitis, dimana data akan diperoleh dari membaca
dan menganalisa bahan-bahan dan wawancara secara tertulis oleh pejabat PTPN IV
Regional II dan Kepala Dusun IX Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis,
Kabupaten Deli Serdang juga melakukan pendekatan yuridis empiris dengan
melakukan penelitian di Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang. Hasil
penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana apa saja faktor pendorong terjadinya
pencurian kelapa sawit serta upaya yang telah dilakukan pihak terkait untuk
mencegah dan menangani kasus ini dan upaya restorative justice dalam
menyelesaikan kasus pencurian kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara IV
Regional II Kebun Bandar Klippa Melalui hasil wawancara penulis dengan pejabat
PTPN IV Regional II dan Kepala Dusun IX Desa Tanjung Sari menjelaskan ada
tiga faktor pendorong terjadinya pencurian kelapa sawit diantaranya (1). Faktor
ekonomi (2). Faktor lingkungan (3). Faktor penegakan hukum. Adapun upaya yang
telah dilakukan untuk mencegah terjadinya pencurian kelapa sawit milik PTPN IV
Regional II tersebut yaitu (1).Pre Emtif (2). Preventif (3). Represif serta Adapun
upaya restorative justice dalam menyelesaikan kasus pencurian kelapa sawit milik
PTPN IV Regional II yaitu :(1). Upaya pelapor dan penyelidikan (2). Mediasi dan
kesepakatan (3). Penyusunan perjanjian perdamaian.
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This research was conducted in Deli Serdang Regency, specifically at the office of
PTPN 1V Regional II Kebun Bandar Klippa. The objective of this research was to
identify the efforts made by relevant parties to prevent and address thefi cases, as
well as the application of restorative justice in resolving the theft of oil palm fruit
owned by PT. Perkebunan Nusantara IV Regional Il Kebun Bandar Klippa. The
data were obtained from both primary and secondary sources. This research
employed a descriptive analytical legal method, in which data were obtained by
reading and analyzing materials and written interviews with officials from PTPN
IV Regional II and the Head of Dusun IX, Tanjung Sari Village, Batang Kuis
Subdistrict, Deli Serdang Regency. A juridical-empirical approach was also

applied through field research in Batang Kuis Subdistrict, Deli Serdang Regency.
The results of this research explained the contributing factors to the theft of il palm
Jruit, the efforts made by the relevant parties to prevent and handle the cases, and
the restorative justice measures applied in resolving theft cases at PT. Perkebunan
Nusantara IV Regional II Kebun Bandar Klippa. Based on the interviews conducted
with PTPN 1V Regional 1l officials and the Head of Dusun IX, three main factors
contributing to the theft of oil palm fruit were identified. (1) economic factors, (2)
environmental factors, and (3) law enforcement factors. The efforts made to prevent
palm fruit included: (1) pre-emptive measures, (2) preventive
repressive measures. The restorative justice efforts applied in
cases included: (1) reporting and investigation efforts, (2)

and (3) drafting of a peace agreement.

Justice, theft, oil palm fruit
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perihal tersebut diatas, dengan nama tersebut dalam surat dimaksud pada prinsipnya kami dapat
menyetujui dan memberikan izin untuk Pengumpulan Data Penelitian/Wawancara selama + 3 (tiga)
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Tembusan :
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